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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENGADUAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan tindak

lanjut pengaduan masyarakat, maka perlu membentuk Tim
Pengawasan Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharo;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 terdapat Perubahan
Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 503.05/883/2015 tentang pembentukan Tim
Pengawasan dan Pengaduan Perizinan pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Sukoharjo perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Staatsblad

1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan
Staatsblad 1940 Nomor 450);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

(Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan
KESATU

0.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomo: 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomior 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun

2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lem':aran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 178);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukocharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo lvomor 222},

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun

11

Sukoharjo,

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan
dan Non perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukocharjo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

. Membentuk Tim Pengawasan Pengaduan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Y,



KEDUA . Tugas Tim Pengawasan dan Pengaduan Perizinan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU adalah :

a. Ketua 1. memberikan arah kebijakan terhadap
permasalahan tindaklanjut pengaduan; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut
pengaduan.

b. Sekretaris 1. menginventarisasi dan melakukan
pencermatan terhadap pengaduan yang
masuk;

2. menyiapkan pelaksanaan koordinasi tindak
lanjut pengaduan;

3. menindaklanjuti hasil koordinasi tindak lanjut
pengaduan; dan

4. membuat surat tanggapan terhadap pelapor.

c. Anggota 1. melaksanakan peninjauan lapangan atas
adanya pengaduan,;

2. mengisi Berita Acara Peninjauan Lokasi obyek
pengaduan,;
3. membantu sekretaris dalam menindaklanjuti
koordinasi tindak lanjut pengaduan; dan
4. melakukan koordinasi tindaklanjut
pengaduan.
KETIGA . Dalam melaksanakan tugas, Tim .ebagaimana dimaksud diktum

KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Tim

KEEMPAT . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA . Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati

Sukoharjo Nomor 503.05/883/2015 tentang pembentukan Tim

Pengawasan dan Pengaduan Perizinan pada Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal ( Febtuanr 0(7
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WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

1.

Yth :
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

_ Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

. Inspektur  Kabupaten  Sukoharjo di

Sukoharjo;

. Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PENGADUAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN
' No. NAMA/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Kepala Dinas Penanaman Modal Ketua Bertanggung  jawab
dan Pelayanan Terpadu Satu seluruh pelaksanaan
Pintu Kabupaten Sukoharjo kegiatan
2. | Kepala Bidang Pengaduan, Data Sekretaris Bertanggung jawab di
dan Teknologi Informasi pada bidang
Dinas Penanaman Modal dan kesekretariatan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

3. |Kepala Seksi Informasi dan Anggota Bertanggung  jawab
Pengaduan pada Bidang sesual bidang
Pengaduan, Data dan Teknologi tugasnya
Informasi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu
- Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

4. | Kepala Seksi Dokumentas: dan Anggota Bertanggung  jawab
Arsip pada Bidang Pengaduan, sesual bidang
Data dan Teknologi Informasi tugasnya

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

5. | Kepala Seksi Data dan Teknologl Anggota Bertanggung  jawab
| Informasi pada Bidang sesual bidang
Pengaduan, Data dan Teknologi tugasnya

Informasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

6. | Kepala Seksi Pengawasan dan Anggota Bertanggung  jawab
Pengendalian pada Bidang sesual bidang
' Penanaman Modal Dinas tugasnya
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

7. 1 (satu} Orang unsur Dinas Anggota Bertanggung  jawab
Pekerjaan Umum dan Penataan sesual bidang
Ruang Kabupaten Sukoharjo tugasnya

8. |1 (satu) Orang unsur Dinas Anggotu Bertanggung  jawab
Perumahan dan Kawasan sesual bidang
Permukiman Kabupaten tugasnya
Sukoharjo




Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

[inas

1 2 3 4

9. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Anggota Bertanggung  jawab
Komunikasi dan Informatika sesual bidang

-. Kabupaten Sukoharjo tugasnya

10. |1 (satu) Orang Unsur Dinas Anggota Bertanggung  jawab
Perhubungan Kabupaten sesual bidang
Sukoharjo tugasnya

11. | 1 (satu) Orang Unsur Satuan Anggota Bertanggung  jawab
Polisi Pamong Praja Kabupaten sesual bidang
Sukoharjo tugasnya

12. | 1 (satu) Orang Unsur Dinas Anggota Bertanggung  jawab
Perindustrian dan Tenaga Kerja sesual bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

13. {1 (satu) Orang Unsur Dinas Anggota Bertanggung  jawab
Perdagangan, Koperasi, Usaha sesual bidang
Kecil dan Menengah Kabupaten tugasnya
Sukoharjo

14. |1 (satu) Orang Unsur Dinas Anggota Bertanggung  jawab
Kepemudaan dan Olahraga sesual bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

15. | 1 (satu) Orang Unsur Dinas Anggota Bertanggung  jawab
Lingkungan Hidup Kabupaten sesuat bidang
Sukoharjo tugasnya

16. | Harsini, S.E., Fungsional Umum Anggota Bertanggung  jawab
pada Bidang Pengaduan, Data sesual bidang
dan Teknologi Informasi Dinas tugasnya
Penanaman Modal dan Pela
yvanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

17. | Eska Tri Agung Sukoco, S.H., Anggota Bertanggung  jawab
Fungsional Umum pada Bidang sesual bidang
Pengaduan, Data dan Teknologi tugasnya
Informasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

18. | Kemis Yulianto, S.E, Fungsional Anggota Bertanggung  jawab
Umum pada Bidang Pengaduan, sesual bidang
Data dan Teknologi Informasi tugasnya
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